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ABSTRACT 
 
Writing a thesis entitled: "The Role of Government in Papua Eradicate Extreme 
Poverty By Realizing the Millennium Development Goals (MDGs) 2015", aims to identify 
and analyze the role of the government in tackling kemiskinana Papua, the obstacles faced 
and the efforts penanggulannya. 
The research was carried out with 2 (two) approaches the sociological and 
political approach to the law. Type pnelitiannya is normative by reading and studying the 
laws that never have there, in force, the writings of previous authors as well as some other 
guidelines related to poverty, the Millennium Development Goals, the role of government 
as well as other related materials. 
Data analysis was applied five (5) legal duties that description, systematics, 
analysis of positive law, interpretation of positive law and positive law judge. 
The results found that: The Role of the Papua provincial government to reduce poverty for 
the realization of the Millennium Development Goals (MDGs) 2015 do exist, but have 
various constraints such as the ineffectiveness of the functions of coordination, 
harmonization of vertical and horizontal, geographical conditions and safety due to 
historical issues and limitations human resources lead to poverty in Papua Province takes 
hard work, as per March 2012 statistics show an increase in poverty increased 21.80 
thousand percent. 
 
 
 
 
 
 
  
Keywords: The Provincial Government, Poverty, Millennium Development Goals (MDGs) 
2015 
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INTI SARI 
 
Penulisan tesis yang berjudul:”Peranan Pemerintah Provinsi Papua Dalam 
Menanggulangi Kemiskinan Demi Terwujudnya Millennium Development Goals 
(MDGs) 2015”, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan pemerintah 
Provinsi Papua dalam menanggulangi kemiskinan, Kendala-kendala yang dihadapi 
dan upaya- upaya yang penanggulangannya.  
Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) Pendekatan yaitu pendekatan 
sosiologis dan pendekatan politik hukum. Jenis Penelitiannya adalah, normatif 
dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
pernah ada, sedang berlaku, hasil tulisan penulis terdahulu serta beberapa pedoman 
lain yang berkaitan dengan kemiskinan, Millennium development goals, peran 
pemerintah serta bahan-bahan terkait lainnya. 
Analisis data menerapkan lima (5) tugas hukum yaitu deskripsi, sistematika, 
analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.  
Hasil penelitian ditemui bahwa: Peranan pemerintah provinsi Papua untuk 
menanggulangi kemiskinan demi terwujudnya Millennium Development Goals 
(MDGs) 2015 memang ada, namun mengalami berbagai kendala seperti belum 
efektifnya fungsi koordinasi, harmonisasi vertikal maupun horisontal, kondisi 
geografis dan keamanan akibat masalah-masalah sejarah serta keterbatasan sumber 
daya manusia menimbulkan kemiskinan di Provinsi Papua butuh kerja keras, 
karena data statistik per Maret 2012 menunjukan peningkatan penduduk miskin 
bertambah 21,80 ribu persen.     
 
 
 
 
 
  
Kata kunci: Pemerintah Provinsi Papua, Kemiskinan, Millennium 
Development Goals (MDGs) 2015 
 
 
 
